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ABSTRAK

Evaluasi Kebijakan Pemusnahan Arsip Periode 1968-2019

di Biro Umum ANRI
Catur Rahmwati Tejaningrum, Hidayaturahmi
Catur244(@stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemusnahan arsip periode 1968-
2019 di Biro Umum Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kesenjangn antara
regulasi dan implementasi menyebabkan penumpukan arsip, keterbatasan ruang simpan,
dan inefisiensi pengelolaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
teknik wawancara mendalam, observasi langsung di Record Center ANRI, serta telaah
dokumen. Analisis menggunakan model evaluasi kebijakan William N. Dunn meliputi
empat aspek: efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan ketepatan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kebijakan pemusnahan arsip telah berjalan sesuai dengan pedoman
dan peraturan yang berlaku serta efektif dalam menurunkan volume arsip inaktif sebesar
63,83% dari total 17.142 item. Namun, pelaksanaannya belum efisien karena keterbatasan
sumber daya manusia, beban kerja ganda arsiparis, dan lamanya proses persetujuan antar
unit. Aspek kecukupan dan ketepatan juga menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur
digital serta koordinasi lintas unit perlu diperkuat. Penelitian ini merekomendasikan
optimalisasi kebijakan melalui penguatan SOP, peningkatan kapasitas SDM, sistem
pemantauan berbasis digital, revisi regulasi, serta integrasi sistem pemusnahan arsip digital
secara bertahap.

Kata kunci : Evaluasi Kebijakan, Pemusnahan Arsip, Efektivitas, Efisiensi, ANRI

il


mailto:Catur244@stialan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to evaluate the records disposal policy for the period 1968-2019 at the
General Bureau of the National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI). The gap
between regulation and implementation has led to archive accumulation, limited storage
space, and management inefficiencies. This study used a qualitative approach with in-
depth interviews, direct observation at the ANRI Record Center, and document review. The
analysis used William N. Dunn’s policy evaluation model covering four aspects:
effectiveness, efficiency, adequacy, and accuracy. The results show that the archive
destruction policy has been implemented in accordance with applicable guidelines and
regulations and has been effective in reducing the volume of inactive archives by 63.83%
from a total of 17,142 items. However, its implementation has not been efficient due to
limited human resources, the dual workload of archivists, and the lengthy approval process
between units. The adequacy and accuracy aspects also indicate that digital infrastructure
support and cross-unit coordination need to be strengthened. This study recommends
optimizing the policy through strengthening SOPs, increasing human resource capacity,
implementing a digital-based monitoring system, revising regulations, and gradually
integrating the digital archive destruction system.

Keyword: Policy Evaluation, Records Disposal, Effectiveness, Efficiency, ANRI
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BAB 1
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional tidak hanya dimaknai sebagai proses fisik dan
ekonomi, tetapi juga mencakup pembenahan tata kelola pemerintahan agar lebih
efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam perspektif administrasi pembangunan,
keberhasilan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kapasitas institusi dalam
mengelola sumber daya, informasi, dan proses birokrasi secara sistematis.
Administrasi yang baik menjadi fondasi agar kebijakan publik dapat dirancang,
diimplementasikan, dan dievaluasi secara bertanggung jawab. Keberhasilan
pembangunan juga pada bagaimana administrasi pemerintahan mampu mengelola
sumber daya, informasi dan proses pemerintahan secara efektif (Gant, 1979)
administrasi publik menduduki posisi penting karena menjadi instrument negara
dalam mewujudkan tujuan pembangunan dan pelayanan publik (Caiden, 1982).

Pada ranah administrasi publik, Anderson (2003) mendefinisikan
kebijakan sebagai tindakan pemerintah untuk memecahkan masalah publik,
sedangkan Laswell (1951) menekankan orientasi kebijakan pada pertanyaan “who
gets what, when, and how”. kebijakan tidak hanya berhenti pada perumusan, tetapi
juga harus dipastikan kinerjanya melalui implementasi yang konsisten dan evaluasi
berkala. Evaluasi kebijakan menjadi penting untuk menilai apakah kebijakan
mencapai tujuan atau tidak. William N. Dunn (2020) menyatakan bahwa evaluasi
kebijakan dapat diukur melalui aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan
ketepatan.

Salah satu kebijakan yang erat kaitannya dengan akuntabilitas dan
memori pemerintahan adalah kebijakan kearsipan. Arsip merupakan bukti otentik
aktivitas negara, alat pengambilan keputusan, sekaligus memori kolektif bangsa.
Oleh karena itu, pengelolaan arsip bukan hanya aktivitas administrasi teknis, tetapi
juga bagian dari pemerintah yang menjamin hak masyarakat terhadap informasi dan

pertanggungjawaban negara.



Keterbukaan dan pertanggungjawaban publik adalah fondasi penting
untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk saat memberikan data dan informasi
yang tersedia secara mudah bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan
dan administrasi pemerintahan. Informasi ini umumnya tersimpan dalam arsip yang
dikelola oleh masing-masing organisasi. Arsip berperan vital dalam operasional
organisasi karena berfungsi sebagai sumber informasi utama. Fungsi utamanya
adalah penyimpanan arsip secara sistematis, agar mempermudah temu kembali
dalam waktu singkat. Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang
kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan dan peristiwa yang dilakukan organisasi
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Arsip harus dikelola sebagai bahan kerja
esensial, dokumen pertanggungjawaban, dan indikator kinerja. Karena itu, arsip
tidak dapat dibiarkan menumpuk tanpa batas. Arsip yang telah habis nilai gunanya
harus disusutkan melalui pemindahan, penyerahan, atau pemusnahan sesuai Jadwal
Retensi Arsip (JRA). Seiring perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan di
berbagai sektor, pengelolaan arsip juga harus berevolusi menjadi lebih andal,
efektif, dan efisien. Pada dasarnya, arsip adalah bukti terdokumentasi dari semua
kegiatan organisasi, menjadikannya salah satu komponen terpenting bagi
keberlangsungan sebuah entitas.

Sebagai memori kolektif suatu bangsa, arsip merekam jejak langkah,
keputusan, dan peristiwa yang membentuk identitas serta arah masa depan. Arsip
berfungsi sebagai gudang informasi penting yang mendasari tata kelola yang
transparan, akuntabel, dan efisien, serta menjadi instrumen penting dalam mencapai
tata kelola yang efektif dan menjunjung tinggi integritas organisasi. Namun,
implementasi pengelolaan arsip untuk mewujudkan tujuan tersebut masih
dihadapkan pada berbagai kendala.

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin bertambahnya jumlah
arsip di berbagai lembaga seperti ANRI, kompleksitas pengelolaan arsip juga
semakin bertumbuh. Meningkatnya volume arsip ini menimbulkan berbagai
tantangan terkait kapasitas penyimpanan, kebutuhan akan sumber daya kearsipan,

peralatan, serta biaya pemeliharaan dan perawatan yang terkait. Dalam konteks ini,



siklus hidup arsip memegang peranan fundamental, menguraikan perjalanan
dokumen mulai dari penciptaan hingga pemusnahan.

Daur hidup arsip (Kennedy, 1998) adalah proses komprehensif yang
meliputi penciptaan, penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga tahapan
akhir yaitu penyimpanan permanen atau pemusnahan. Daur hidup arsip penting
untuk memastikan bahwa informasi yang berharga dikelola dengan baik dan dapat
diakses ketika diperlukan. Kegiatan pemusnahan arsip yang efektif dan akuntabel
merupakan salah satu pilar krusial dalam memastikan bahwa arsip yang tidak
bernilai guna disingkirkan tanpa menghilangkan informasi vital. Hal ini
memungkinkan pengelolaan arsip yang efisien dan berkelanjutan, oleh karena itu
evaluasi terhadap kebijakan pemusnahan arsip menjadi sangat mendesak dan
relevan demi menjaga integritas memori bangsa dan kelangsungan hidup
bernegara. Landasan hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan secara jelas menjabarkan pentingnya arsip dikelola dan
terorganisasi secara terstandar, termasuk prosedur pemusnahan secara sistematis.
Penelitian ini akan difokuskan pada lingkup Arsip Biro Umum dan dilaksanakan
di Record Center ANRI.

Meskipun kerangka hukum telah ditetapkan, implementasinya di lapangan
masih menghadapi berbagai tantangan.Volume arsip yang terus bertambah, yang
kemudian berakibat pada penumpukan arsip, menunjukkan adanya permasalahan
mendasar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut,
penumpukan arsip yang tidak terkelola secara efektif menimbulkan serangkaian
permasalahan kritis, antara lain;

a. Kirisis Ruang Penyimpanan dan lingkungan kerja yang tidak kondusif
Penumpukan arsip yang tidak terkendali secara langsung menyebabkan
ruang kerja dan area penyimpanan menjadi penuh sesak dan tidak teratur.
Kondisi ini bukan hanya menciptakan lingkungan kerja yang tidak
nyaman dan menghambat mobilitas, tetapi juga berisiko tinggi
menyebabkan kesulitan dalam menemukan kembali arsip penting saat

dibutuhkan. Kegagalan melakukan penyusutan secara berkala



mengakibatkan krisis ruang yang memaksa organisasi mengorbankan
area produktif lain hanya untuk menampung dokumen yang mungkin

sudah tidak memiliki nilai guna.

Gambar 1.1 ruang kerja penuh arsip dan record center menjadi penuh boks arsip

b. Pemborosan sumber daya peralatan
Setiap arsip yang disimpan, terlepas dari nilai gunanya, tetap menyerap
sumber daya peralatan seperti rak, boks, dan folder. Penumpukan arsip
yang sudah habis masa retensinya atau tidak lagi relevan secara langsung
menyebabkan pemborosan anggaran yang signifikan. Sumber daya
finansial yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan
operasional lain yang lebih mendesak menjadi terkunci pada peralatan
yang hanya berfungsi untuk menyimpan arsip mati, yang merupakan

bentuk inefisiensi yang nyata.

Arsip Nasional Republik Indonesia memiliki unit pengolah yang tersebar di
lingkungan eselon I dan eselon II, di mana setiap unit pengolah memiliki central

file dan arsiparis yang bertugas sebagai pengelola central file. Berikut ini adalah



Tabel Informasi Arsip inaktif yang dipindahkan periode pemindahan tahun 2018-
2024 terdiri dari 22 unit pengolah.

Tabel 1.1 Pemindahan Arsip Unit Pengolah di Lingkungan ANRI
Pemindahan Arsip Unit Pengolah di Lingkungan ANRI

No Unit Pengolah P a1

1 [Biro Umum 4

2 |Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum |~ 92 6l %0

3 |Biro Perencanaan dan Humas 76 16 | 61 | 13 5 | 14 4 5 415
_ [oomeomcrememnaw [ [ [ [ [ T T [ [ T ]

4 |Direktorat Kearsipan Pusat 11 40 L] i

§ |Direktorat Kearsipan Dagrah 1 1 3 67 R 2 1 |1

6 _[Direktorat Kearsipan Daerah 2 1 12 13 5 7 P

7 |Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi 169 111 433
_ foeomeoanonservas [ [ T T [ [ [ [ [ [ ]

§ |Direktorat Akuisisi 13 10 | 13

9 |Direktorat Pengolahan g 1 17 1 4 7 1

10 |Direktorat Preservasi 3 3 pr) 14 1 11

11 |Direktorat Layanan dan Pemanfaatan A1) 13 10 4
0 (S N N N O B

12 |Pusjibang SIK {Pusat SIKN) ] 4 4 4 4 ]

13 |Pusjibang Siskar 9 1 3 7 4 1

14 |Pusdatin 3 3 10 f L] 1

15 [Pusat Jasa Kearsipan PE] % 19 Pl ik 2

16 |Inspektorat 1| % |15 4

17 |Pusat Akreditasi Kearsipan p) 4 2| 8 4

18 |Pusdipres
_fmowswmnw 0 T [ T [ [ T T T [ T ]

19 |Bagian Keuangan (Biro Umum) 103 il 481 15

20 |Bagian Perencanaan (Biro perencanzan dan 95 3 21 16 EL] 16

N |Bagian Kepegawaian [Biro OKH) 3

18 [Pusdiklat (UK2)

22 |Balai Arsip dan Tsunami Aceh (UK2)

Sumber; Biro Kepegawaian dan Umum, 2024

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan adanya fluktuasi volume arsip yang
signifikan antar unit pengolah dan antar tahun. Yaitu volume pemindahan arsip di
Biro Umum termasuk bagian keuangan pada kurun waktu tersebut melakukan
pemindahan arsip inaktif dengan total sejumlah 1.122 boks yang menunjukkan
jumlah pemindahan yang sangat banyak. Kesenjangan jumlah boks pemindahan
arsip antar unit dan fluktuasi volume setiap tahunnya mengindikasikan variasi

dalam aktivitas penciptaan arsip serta efektivitas pengelolaan arsip inaktif di



masing-masing unit pengolah. Selain itu peningkatan volume ini berpotensi
menyebabkan penumpukan arsip, yang pada gilirannya dapat menyulitkan unit
pengolah dalam melakukan penataan dan pemanfaatan arsip, serta berimplikasi
pada penurunan kualitas layanan kearsipan akibat keterbatasan prioritas, prasarana,
dan sumber daya yang dibutuhkan.

Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke Record Center ANRI pada
periode 2018-2024 (Tabel 1.1) bukan hanya menggambarkan dinamika penyusutan
arsip, tetapi juga menjadi dasar bagi proses penetapan arsip yang akan
dimusnahkan. Arsip-arsip yang dipindahkan pada periode ini sebagian besar berasal
dari penciptaan lama, termasuk arsip personal file pegawai, surat keputusan, arsip
administrasi keuangan, dan arsip tata usaha yang tercipta sejak tahun 1968 hingga
2019. Sehingga, arsip yang muncul dalam Daftar Arsip Usul Musnah (DAUM)
periode 1968-2019 merupakan arsip yang sebelumnya telah dipindahkan dari unit
pengolah ke Record Center pada rentang 2018-2023. Hal ini sesuai dengan
ketentuan Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2017 bahwa arsip inaktif harus
dipindahkan dahulu sebelum diajukan untuk pemusnahan.

Esensi pemusnahan arsip adalah upaya krusial dalam siklus hidup arsip
untuk memastikan bahwa arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna dapat
dimusnahkan secara sah, aman, dan terencana. Melalui kebijakan pemusnahan
arsip, lembaga diharapkan dapat menjaga efisiensi ruang penyimpanan, efektivitas
kerja, serta akuntabilitas tata kelola informasi publik. Dalam konteks ini,
pemusnahan arsip tidak hanya dipandang sebagai kegiatan administratif semata,
melainkan sebagai instrumen manajerial untuk menciptakan sistem kearsipan yang
tertib, efisien, dan berkelanjutan.

Dokumen laporan pemusnahan arsip tahun 1968-2019 di lingkungan ANRI
menunjukkan adanya 17.142 item arsip inaktif yang tersimpan dalam 750 boks
yang dimusnahkan dan dilaksanakan tahun 2023. Angka ini menunjukkan capaian
signifikan, yaitu 63,83% dari total arsip inaktif yang tersimpan di record center.

Fakta tersebut menegaskan bahwa kebijakan pemusnahan arsip memiliki dampak



nyata dalam menekan volume arsip dan menghemat sumber daya, baik dari sisi
sumber daya manusia, peralatan, maupun biaya operasional.

Pemusnahan arsip diatur secara tegas dalam Peraturan Kepala ANRI
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan ANRI.
Regulasi memutuskan bahwa arsip inaktif dapat dimusnahkan setelah melewati
masa simpan tertentu ( 10 tahun) jika sudah ada keterangan musnah di Jadwal
Retensi Arsip (JRA). Hal ini menunjukkan bahwa pemusnahan bukan tindakan
sembarangan, melainkan kegiatan yang memiliki dasar hukum dan prosedur
administratif yang jelas serta menjadi bagian dari mekanisme pertanggungjawaban
publik.

Sebagai ilustrasi dari implementasi kebijakan tersebut, berikut ini
dokumentasi kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan ANRI yang

menggambarkan proses formal dan administratif pelaksanaannya.

SELAMAT DATANG

PENANDATANGANAN BERITA ACARA
PEMUSNAHAN ARSIP TAHUN 1968-2019

Gambar 1.2: Penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Arsip di Gedung Noerhadi-ANRI,
Jakarta 23 Februari 2023

Gambar 1.1 menunjukkan proses penandatangan Berita Acara Pemusnahan Arsip
Tahun 1968-2019 di lingkungan ANRI pada tanggal 7 Februari 2023. Rentang
waktu pemusnahan arsip (1968-2019) yang mencapai lebih dari 50 tahun secara

implisit mengindikasikan adanya kendala implementasi. Padahal Perka ANRI



Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusutan Arsip mengatur bahwa arsip
inaktif yang memasuki masa retensi setelah sepuluh tahun dan dinyatakan tidak
memiliki nilai guna dapat dimusnahkan.

Periode arsip tahun 1968-2019 menjadi fokus dalam penelitian ini karena
sesuai dengan situasi diatas. Berdasarkan wawancara awal dengan arsiparis dan
pengelola Record Center ANRI, diketahui bahwa salah satu penyebab lamanya
periode arsip yang dimusnahkan adalah karena beberapa jenis arsip, khususnya
arsip kepegawaian (personal file), hanya dapat dimusnahkan setelah pegawai yang
bersangkutan pensiun dan tidak lagi memiliki nilai guna hukum maupun
administrasi. Dengan demikian, arsip-arsip pegawai yang tercipta sejak akhir tahun
1960-an hingga 1980-an tetap disimpan hingga puluhan tahun sebelum akhirnya
diajukan untuk dimusnahkan pada tahun 2023, setelah memenuhi persyaratan
substantif dan hukum. Selain itu arsip yang dimusnahkan pada periode 1968-2019
juga merupakan bagian dari arsip inaktif yang sebelumnya dipindahkan oleh unit
pengolah ke Record Center ANRI pada periode 2018-2023, sebagaimana tercantum
dalam tabel 1.1. fluktuasi pemindahan arsip yang signifikan antar unit dan tahun
menunjukkan bahwa kegiatan penyusutan arsip tidak dilaksanakan secara konsisten
setiap tahun yang memperpanjang masa simpan arsip hingga akhirnya diajukan
untuk dimusnahkan secara bersamaan.

Arsip yang dipindahkan ke Record Center tanpa segera dimusnahkan
mengakibatkan penumpukan, keterbatasan ruang penyimpanan, pemborosan
peralatan arsip, hingga meningkatkan beban kerja arsiparis. Kondisi faktual inilah
yang menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan hanya ” bagaimana
pelaksanaan pemusnahan arsip”, tetapi telah berkembang menjadi masalah kinerja
kebijakan, yaitu bagaimana kebijakan pemusnahan arsip berjalan jika ditinjau dari
efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan ketepatannya.

Situasi tersebut juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi
dan praktik di lapangan. Di satu sisi, kebijakan serta pedoman pemusnahan arsip
telah diatur secara jelas melalui regulasi seperti Perka ANRI Nomor 9 Tahun 2017.

Namun disisi lain, implementassinya masih menghadapi berbagai kendala teknis,



birokratis, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.
Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kinerja kebijakan pemusnahan arsip
di Biro Umum ANRI untuk menilai sejauh mana pelaksanaannya telah memenuhi
prinsip efektvitas, efisiensi, kecukupan, dan ketepatan sebagaimana dikemukakan
oleh William N. Dunn. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam
merumuskan  strategi  optimalisasi kebijakan pemusnahan arsip, agar
pelaksananannya ke depan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan,
selaras dengan arah digitalisasi kearsipan nasional dan prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasikan permasalahan

sebagai berikut:

1. Fluktuasi dan penumpukan volume arsip
Terdapat fluktuasi signifikan dalam volume arsip yang dipindahkan
antar unit pengolah dan periode waktu. Sebagai contoh, Biro Umum,
termasuk bagian keuangan, melakukan pemindahan arsip inaktif
sebanyak 1.233 boks dalam kurun waktu 2018-2023. Kondisi ini
mengindikasikan potensi penumpukan arsip yang berdampak pada
keterbatasan ruang penyimpanan, kesulitan penataan, serta penurunan
efektivitas, dan efisiensi pengelolaan arsip.

2. Kesenjangan implementasi regulasi pemusnahan arsip
Meskipun Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusutan Arsip telah mengatur bahwa arsip dapat
dimusnahkan setelah melewati masa simpan tertentu sesuai Jadwal
Retensi Arsip (JRA), praktik di lapangan menunjukkan adanya
keterlambatan dalam pelaksanaan. Arsip yang dimusnahkan pada tahun
2023 mencakup rentang waktu 1968-2019, yang menunjukkan adanya

jeda waktu pelaksanaan yang panjang serta hambatan administratif,



koordinatif, dan teknis dalam implementasi kebijakan pemusnahan

arsip.

Kegiatan pemusnahan arsip merupakan salah satu bentuk penyusutan arsip
yang berfungsi untuk menjaga efisiensi ruang, waktu, dan biaya dalam
pengelolaan arsip, sekaligus memastikan hanya arsip yang memiliki nilai guna
yang dipertahankan.

Dalam konteks Biro Umum ANRI, implementasi kebijakan
pemusnahan arsip yang telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, namun masih menghadapi sejumlah kendala teknis
maupun administratif. Rentang waktu arsip yang dimusnahkan, yaitu periode
1968-2019, menggambarkan kompleksitas pelaksanaan kebijakan di lapangan
yang dipengaruhi oleh faktor keterlambatan pemindahan arsip, keterbatasan
sumber daya manusia, serta lamanya proses verifikasi antar unit kerja.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara
norma kebijakan yang tertulis dengan praktik implementasinya di lapangan.
Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kebijakan
pemusnahan arsip, terutama ditinjau dari aspek efektivitas, efisiensi,
kecukupan, dan ketepatan. Selain itu, analisis terhadap strategi peningkatan
pelaksanaan kebijakan juga diperlukan agar proses pemusnahan arsip di masa
mendatang dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan berkesinambungan.
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini

difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama berikut:

C. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana kinerja kebijakan pemusnahan arsip periode 1968-2019 di Biro
Umum ANRI ditinjau dari aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan dan
ketepatan ?

2. Bagaimana strategi dalam mengoptimalkan kebijakan pemusnahan arsip di

Biro Umum ANRI ?
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D. Tujuan Penelitian

1.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :
Melakukan penilaian kinerja pada kebijakan pemusnahan arsip periode
1968-2019 di Biro Umum ANRI berdasarkan aspek efektivitas, efisiensi,

kecukupan, dan ketepatan.

2. Menyusun strategi agar kebijakan pemusnahan arsip di Biro Umum ANRI

dapat diimplementasikan dengan optimal.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dilihat dari sudut pandang sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini berkontribusi secara teoritis yang signifikan dalam disiplin ilmu
kearsipan, dengan menguji model kepatuhan terhadap prosedur pemusnahan
arsip di lembaga pemerintah. Temuan dari penelitian ini akan memperkaya
literatur yang sudah ada dan dapat menjadi referensi penting bagi penelitian-
penelitian selanjutnya yang berfokus pada efektivitas implementasi
kearsipan. Selain itu juga dapat meningkatkan pemahaman mengenai praktik
kearsipan, khususnya mengenai pemusnahan arsip yang dilakukan Unit Kerja

Kearsipan I Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini ingin memberi masukan dan rekomendasi yang konkrit bagi
manajemen dan staf di Record Center ANRI. Rekomendasi ini dapat
diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pemusnahan arsip.
Sehingga dapat menambah akuntabilitas dan transparansi dalam

pengelolaan arsip di ANRI.

11



3. Manfaat Kebijakan
Diharapkan, hasil penelitian menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat
kebijakan di bidang kearsipan. Penelitian ini akan menghasilkan data
empiris yang dapat digunakan untuk mengevaluasi regulasi, memperbaiki
SOP Pemusnahan, dan merumuskan aturan yang adaptif dan sesuai dengan
praktik terbaik kearsipan. Tujuan akhirnya adalah agar pengelolaan arsip

dapat lebih tertib, aman, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
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BABV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan
pemusnahan arsip periode 1968-2019 di Biro Umum Arsip Nasional Republik
Indonesia (ANRI), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah berjalan
sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Kepala ANRI Nomor 9
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusutan Arsip dan SOP Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pemusnahan Arsip di Record Center. Namun demikian, kinerja kebijakan
tersebut belum mencapai tingkat optimal karena masih ditemukan sejumlah
kesenjangan antara kebijakan dan praktik implementasi di lapangan, terutama
terkait keterbatasan sumber daya manusia, lamanya proses koordinasi antar unit,
serta belum maksimalnya dukungan sistem digitalisasi dalam proses pemusnahan
arsip.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori evaluasi William N. Dunn
serta pendekatan strategi melalui analisis SWOT, Matriks TOWS, dan Multiple
Criteria Analysis (MCA), penelitian ini merumuskan dua simpulan utama, yaitu
mengenai kinerja kebijakan pemusnahan arsip dan strategi optimalisasi

pelaksanaannya, yang dijelaskan sebagai berikut;

1. Kinerja Kebijakan Pemusnahan Arsip
Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pemusnahan arsip periode 1968-2019
di Biro Umum ANRI menggunakan empat aspek evaluasi William N. Dunn,
yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan ketepatan, dapat disimpulkan
bahwa kinerja kebijakan telah berjalan sesuai ketentuan namun belum
mencapai tingkat optimal. Hambatan utam ditemukan pada keterbatasan
sumber daya manusia, lamanya proses antar unit, serta kurangnya dukungan
infrastruktur digital dalam mendukung percepatan pelaksanaan pemusnahan

arsip. Meskipun kebijakan secara prosedural telah mengikuti pedoman
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Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2017 dan SOP Nomor 5 Tahun
2022, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala teknis dan
administratif yang menyebabkan efektivitas belum sepenuhnya

terwujudnya.

. Strategi Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan

Untuk mengatasi belum optimalnya kinerja kebijakan, strategi optimalisasi
disusun berdasarkan hasil analisis SWOT, Matriks TOWS, dan Multiple
Criteria Analysis (CRA) dengan pembagian jangka waktu pelaksanaan.
Pada jangka pendek, fokus diarahkan pada penguatan pelaksanaan SOP,
peningkatan kapasitas arsiparis, penyederhanaan koordinasi antar unit dan
pengembangan sistem digital JRA & e-archive. Pada jangka menengah,
strategi difokuskan pada pengembangan aplikasi pemantauan daring, revisi
regulasi, dan penerapan manajemen risiko. Sedangkan jangka panjang
diarahkan pada integrasi sistem digital pemusnahan arsip, pembentukan
budaya organisasi berbasis inovasi, dan penetapan ANRI sebagai model
praktik terbaik nasional. Penerapan bertahap strategi tersebut diharapkan
dapat memperkuat efektivtias, efisiensi, dan akuntabilitas kebijakan, serta
mewujudkan sistem pemusnahan arsip yang modern, transparan, dan

berkelanjutan di lingkungan Biro Umum ANRI.

B. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemusnahan

arsip periode 1968-2019 di Biro Umum ANRI, serta strategi yang disusun melalui
analisis SWOT, TWOS, dan Multiple Criteria Analysis (MCA), maka rekomendasi

kebijakan dapat dirumuskan secara bertahap sesuai waktu pelaksanaan sebagai

berikut:

1. Rekomendasi Jangka Pendek ( Tahun 2026)
Difokuskan pada langkah-langkah perbaikan yang bersifat operasional dan

cepat diterapkan, untuk memperkuat dasar pelaksanaan kebijakan.
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a. Melakukan optimalisasi penerapan SOP Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pemusnahan Arsip di Record Center ANRI, dengan melakukan
evaluasi periodik terhadap jadwal pelaksanaannya sepanjang tahun
2026.

b. Menyelenggarakan pelatihan teknis tahun 2026 bagi arsiparis dan
tenaga pendukung terkait digitalisasi arsip, penerapan Jadwal Retensi
Arsip (JRA) elektronik, serta penggunaan aplikasi pengelolaan arsip.

c. Meningkatkan koordinasi antar unit melalui penerapan mekanisme
satu pintu (single gateway) untuk verifikasi dan persetujuan
pemusnahan arsip, ditargetkan mulai diimplementasikan pada
pertengahan tahun 2026.

d. Memperkuat monitoring dan dokumentasi seluruh tahapan pemusnahan

arsip agar akuntabel, mulai triwulan pertama hingga akhir tahun 2026.

2. Rekomendasi Jangka Menengah (Tahun 2027-2028)
Difokuskan pada penguatan sistem, regulasi, dan pengembangan kapasitas
kelembagaan untuk menjamin keberlanjutan kebijakan.

a. Tahun  2027-2028: Mengembangkan aplikasi  pemantauan
pemusnahan arsip berbasis daring yang terintegrasi dengan Sistem
Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dan sistem
pengawasan internal ANRI.

b. Pada tahun 2027, mulai menyusun dan pada tahun 2028 menetapkan
revisi terhadap Peraturan Kepala ANRI Nomor 8 Tahun 2022,
terutama untuk klasifikasi arsip, retensi nol tahun, serta mekanisme
keberatan dari unit pengolah.

c. Tahun 2027: Menetapkan mekanisme manajemen risiko (risk
management), dilanjutkan penerapan dan evaluasi sepanjang 2027.

d. Menambah formasi SDM Arsiparis dan tenaga teknis pendukung di
Record Center dilakukan secara bertahap pada 2027, dan disesuaikan

kembali berdasarkan kebutuhan dan evaluasi 2028.
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3. Rekomendasi Jangka Panjang (2029-2030)

Difokuskan pada pembangunan sistem dan budaya organisasi yang

berkelanjutan serta berorientasi digital.

a. Tahun 2029-2030: Mewujudkan integrasi penuh sistem pemusnahan
arsip elektronik (e-archive dan e-verification) yang mencakup seluruh
siklus penyusutan arsip dari tahan identifikasi hingga berita acara
pemusnahan.

b. Tahun 2029: Menjadikan Biro Umum ANRI sebagai model praktik
terbaik (best practice) nasional dalam pelaksanaan kebijakan
pemusnahan arsip berbasis teknologi informasi.

c. Tahun 2029-2030: Membangun budaya organisasi berbasis inovasi dan
data-driven governance dalam setiap aspek pengelolaan arsip, termasuk
pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam
pengelolaan arsip.

d. Tahun 2029: Mengintegrasikan kebijakan pemusnahan arsip ke dalam
peta reformasi birokrasi dan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) untuk memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan

transparansi tata kelola arsip negara.

Rekomendasi kebijakan ini diharapkan dapat menjadi arah implementasi
bagi Biro Umum ANRI dalam memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja
pelaksanaan pemusnahan arsip. Dengan pelaksanaan bertahap yang realistis dan
berkesinambungan, ANRI diharapkan mampu mewujudkan tata kelola arsip
nasional yang modern, efisien, serta berorientasi pada akuntabilitas publik dan

transparansi informasi.
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